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PRINSIP - FRINSIP HAK TANGGUNGAN ATAS_TANAH
( UU No. 4 / 1996 )

" f. PENDAHULUAN.

Perombalcan hukum terjadi lagi dalam Hukum Tamah Nasional ka
rena telah lahir produk hukum memgenail lembaga jaminan atas tanah.
UU No.4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tamah Beserta Benda
Benda yang Berkaitan demgan Tanah, yang kemudian disebut Umdang -
Undang Hak Tanggungan ( UUHT ) diung.ngkan pada tanggal 9 April 19
96 dalam Lembaran Negara No.42 tahun 1996. Penjelasannya dimuat da
lam TLN No.3632; adalah produk perombakan hukum tersebut,

Dengan diundangkannya UUHT, maka salah satu tujuan UUPA un-
tuk menuntaskan unifikasi hukum Tanah Nasional tercapal sudah. .

Hak Tanggungan inl memjadl satu-satunya lembaga halc Jamiman atas
tanah di Llndonesia.

Sebelum UUPA, terJadi dualisme pengaturan tentang hukum ta-
nah di lndomeSLa. Disalah satu pihak berlaku Hukum Perdata Barat -
 dan di pihak lain diberlakukan jugda ketemtuan hukum Adat memgenai~
tanah, .
Setelah UUPA, ‘terjadi perubahan secara fUndamental‘di daiam'
Hulkum Tanah Indonesia. UUPA mencabut berlakunya‘ketentwanfmemgenai
hak-hak sepanjang memgenal bumi, alr, dan kekayaan alam yang ter -
kandung di dalamnya (Bukum ke II KUH Perdata) kecuali ketentuan Hi
potik. Dengan demikian unifikasi terhadap hukum tanah Tadonesla -
tercapal sudah, yaitﬁ Hukum "amnah Nasional yang bersumber dan dia-
tur dalam UUPA béserta peraturan pelaksanaannya (UU No.5 1960).

Akan tetapi dalam hal ketentyan Jamlnan hak atas tamah “lem:
baga Hipotik masih diberlakukan sekalipun mengenal tanah. Karena -
memang dikecualikan oleh UUPA &ebagalmana tercantum dalam kotentum '
an pasal 5l dan4§? UUPA.

Pasal 51 : Hak: Tanggungan yang dapat dibebankan kepada HM,
HGU: HGB tersebut dalam pasal 25,3%,39 dlatur demgan uv. o

Pasal 57 : Selama UU yang mengenal hakﬂtqngpunyan tersebut
dalam pasal 51 belum terbentuk, maka yang berlaku ialah ketentuan-
ketentuan mengenai Hipotik tersebut dalam nUH Perdata Indonesia =
dan Crediet Verbanditersebut dalam S. 1908 -~ No.542 sebagal yang
diubah dengan $. 1937 - No.190.,



Selama UUHT yang dikehendaki- dalam pasal 5L UUPA belum ter-
wujud maké halk jamiman atas tanah yang dipakal adalah lembaga Hipg 
il yang: diatuz dalam Buku II KUH Perdata dan Lembaga Crediet Ver-:
band (CV) dalam S. 1908 - 542 dlubab dengam S. 1937 - 190 (pasal -
57 UUPA). | , :

Ketentuan - ketentuan tersebut di atas berasal dari jaman kg
lonial Belanda dan didasarkan pada hukum tamah yang berlaku sebelum
adanya UUPA. Lembaga Hipotik untuk jaminam tanah-tanah Barat dan CV
unituk jaminan tanah Hak Milik Adat. Selain dua lembaga tersebut -
terdapat juda Fidusia sebagai hak jaminan, S _
| Dengan berlakunya UUHT maka ketentuan tentang Hipotik ' dan.
CV dinyatakan tidak berlaku lagi. Demikian juga halnya dengan Fidy
sla sebagal lembaga hak jaminan yang obyeknya hak Pakal. yang dibe-
rikan oleh Negara menjadl tidak berlaku lagi.

IT. PERMASALAHAN.

Sebagal akibat dari kemajuan pembangunan ekonomi, timbul -
perbedaan pandangan dan penafsiran mengenal berbabal masalah dalam -

pelaksanaan hukum jaminan hak atas tanah, mlsalnya mengenal pencam
tuman titel eksekutorlal, pelaksanaan eksekusi, dan lain-lain.

Sehingga ketentuan-ketentuan dalam pemberlakuan ke dua lembaga hak

jamiman tersebufydi atas (pasal 57 UUPA) dlraSa kurang memberikan .

jaminan kepastian hukum dalam kegiatan perkreditan dan hak  jaminan.

lagi pula ketentuan—ketentuan tersebutvgésuai dengan azas-azas Hw-l

kum Tanah nasional. ; saua\dgaga(Hfﬁj

Uy memgenal 1embaga hak Jamlnam atas tanatharus mempunyai--

ciri-ciri : ;

1. Memberikan kedudukan yang diutamakan’ (preferent) kepada kredit
urnya. ‘ : ! :

2. Selalu mengikuti obyek yang,dijaminkan:dalamftengan siapapun ~;

| oby@knyd bervada.

3. Memenuhl asas spesialltas dan publisitaa sehingga dapat mengl-ﬂ

' kat pihak ke. tiga dan memberikan kepastian hulcum kepada pihak«

- plhak yang berkepentingan.

L. mMudah dan pasti pelaksanaan eksekuslnya.

' Ciri-ciri tersebut telah dituangkan dalam lembaga hak jamin‘

ém yang oleh UUPA diberi nama Hak Tanggungan. Dengan diundangkan -j

nya UUHT tuntaslah unifikasi dalam Hukum Tanah Nasional umtuk mewu
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Judkan tujuan UUPA membangun Hukum anah Nasiomal dengan dicipgé—
kannya kesatuan dan kesederhanaan hukum mengenai hak-hak atas ta
nalh bagl rakyat seluruhnya. .

UJHT merupakan pelaksanaan UUPA yang mengatur hal baru da-
Lam lembaga Hak Tanggungan yang disesuaikan dengan perkembangan -
keadaan. uUntuk itu mékalah ini akan membahas tentang :
1. Apa saja yang menjadi obyek Hak Tamggungan ¢
2. Bagaimana prosedur pembebanan Hak Tanggungan ?
B. Bapgaimana pelaksanaan eksekusi Hak‘Tamggunggm ?

IIT. PEMBAHASAN»n

Hak Laﬁ@gﬁngan;adalah hak jaminan atas fénah untuk pelunag
an hutang tertentu, yang memberikan kedudukan’ dlutamakan kepada -
kredi tur tortuntu, terhadap kreditur lain. Dalam arti bahwa Jjika
debi tur 01dera janji kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak men-
Jual melalui pelelangan umum terhadap tanah yang dijadikan jamin-
an menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersangkut
an, dengan hak mendahului dari pada kreditur-kreditur vyang lain.

Hak langgungan sebagal satu-satunya lembaga hak Jjaminan a-
tas tanah untuk pelunasan wtang tertentu selain harus omenapunyal
empat ciri pokok tersebut di atas, Hak Tanggungan mempunyal sifat
tidak dapat di bagi-bagi yang berartl bahwa Hak Tanggungan membe~
banil secara untuh obyeknya dan setiap bagian dari padanya dan
bahwa penyimpangan terhadap asas ini hanya dapat dilakukan apabi
la hal tersebut dipérjanjikan secara tegas.,

Pada hakekatnya Hak Tanggungan adalah mengikuti (accessoir)
pada perfanjiam pokoknya, yakni perjanjian yang menimbulkan hubu-
mgan hukum utang-piutang. Sehingga keberadaan, peralihan, dan hg
pushya Hak tanggungan tergantung pada utang yang dlaamin relunas-
annya tersebut,

1. OBYEK HAK TANGGUNGAN.

" “Setélah berlakunya UUPA dan sebelum terbit PP No.l0 tahum
1961 tentang Femdaftaran ‘lanah, obyek Hak Tangéungan menurﬁt Pera
turan Menterl Agraria No.2 tahun 1960 digdbongkém‘mengenai- hak-
hak atas tanah yang dapat dibebani uipotik dan hak-hak atas tanah
yang dapat dibebanl CV sebagal berikut :

a. Hak-hak yang dapat dibebani Hipotik ialah : HM,HGU,HGB yang



berasah dari konversi hak-hak atas tanah Barat yaitu Hal. ngew o

dom, Halk Opstal, Hak Erfpaght. : :

b, Hak-hak yang dapat dibebani CV adelah HM, HGU, HGB yang bera ~
sal dard hék hals Indonesia yaitu berasal dari hdkuhak atas ta-
nah adat.’

i , ‘
Dengan diaddkannya penggolongan térsebﬁf; maka untuk 'dapat
memakal lembaga hak jaminan atas tanah dengan hypotheek atau de-
ngan CV harus mengetahul asal~ usul tanahnya, apalah tanah- tanah
tersebut beraszl dari konversi hak-hak atas tanah Barat dengan lem

“baga Hypotheek, atau tanah-tanah berasal dari hak-hak-atas  ..tanah
.Adat dengan lembaga CV.

Setelah berlakunya PP 10 tahun 1961 dengen peraturan pelak-
sanaanmya PMA No.l5 tahun 1961 tentang Pembebanan dan Pendaftaran

‘Hypotheck dan CV, sudah tidak lagl memporhatlkan asal-usul dari ta
‘nmah tersebut. Hypotheek dan CV dapat dibebankan pada tanah HM, HGU,

~ {IGB baik yang berasal dari konversi hak-hak Barat maupun yang ber
“asal: dari konversi:hak Adat. ' '

Pasal. 1 PMA 15 tahun 1961 : Tanah-tanah HM,HGQU,HGB yang tew-

lah dibukukan dalam daftar buku tanah menurut ketentuan PP 16/1961
!tentang Pondaftaran Tanah, dapat dibebani Hypotheek maupun CV,

Jadl terserah pada para Kreditur 'untuk memilih apakah akan membeba
ni hak atas tanah dengan Hypotheek atau dengan CV.

o " Dalam UUPA hak-hak atas tanah yang dapat dijadikan ‘jaminhn‘
utang dengan dibebani Hak Tanggungam adalah HM, HGU, HGB, sebagal

" hak atas tanah yang wajlb didaftar dan menurut sifatnya dapat di-

pindah tangankan. Oleh karena itu dalam pasal 51 UUPA ditentwkan v
obyek yang dapat dibebani Hsk Tanggungan adalah HM, HGU, HGB -
Pada prinsipnya .obysk Hak Tangpungan adalah hak.atas tanéh-

vang memenuhi dua persyaratan, yaltu : o

1. Wajibd didaftarkan dalam daftar umum. Daldm'hal ini pada Kantor
pertanahan. Unsur ini berkal tan dengan kedudukan dlutamakan
(preferent) yang diberlkan kepada kreditur pemegang hak Tanggu‘
mgan terhadap kreditur yang lain. Untuk itu hak Tanggungan ha-
rus dilcatat pada Buku Tanah dan sertifikaf hak atas tanah yang
dibebaninya,;sehingga setiap orang dapat mengetahuinya (memenu
hi asas publisitas). |

2. Menurut sifatnya hak tersebut harus dapat_dipindah tangankan:,
untuk memudahkan pelaksanaan pembayaran utang yang N dijamih

pelunasannya; sehingga apabila diperlukan_dapat segera direali.
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\
sasikan. (Pengelauan Pasal 4 ayat (L) UUHT)
‘ Hak Milik yang sudah diwakafkab dan tanah-tanah yamg ‘diguna
kan untuk Kepurluan peribadatan dan keperluan.%uCl lainnya, wal au-
Epuri memenuhi kedua syarat. tersebut di atas, sesuai'dempan ‘hahekat
spcrwakdian, Hak Milik yang demikian dlxekalkan sebagal harta keaga
maan., Sehlngga hak atas tanah yang d1pprlukan un tuk keporluan ter-
sebut karena kkhususan sifat.dan tu juan penggunaannya tidak ddpat

‘ _digadlxan obyek Hak Tanggungan. A

Hak Pakal, UUPA tidak menunjuk Hak Pakai (HP) sebagal obyek
' Hak Tanggungan, karena pada waiktu itu lidak termasuk hak atas ta’=-.:
nah yang wajib didaftar. Sehingga tidak dapat memenuhi'syérat pu -
bllsxtas untuk dapat dijadikan Jaminan utang.

Dalam perkembangannya HP Atas Tanah Negara menurut kMA'lO /
1966, juga wajib didaftarkan. narena perkembangan dibidang adminls—

trasli pertanahan, disamping untuk memenuhi mebutuhan‘masyaﬁakat K
HPAtas Tanah Negara tertentu yang memenuhi kesue syarat  tersebut
-di atas dapatl dijadikan obyek Hak Tanggungan.

HP atas Tanah Negara yang diberikan kepada instansi’ femorin
tah, Badan heagamaan dan Sosial dan Badan Perwakilam Negara Asing,
meskipun wajib didaftarkan akan tetapl karena menurut sifatnya ti-
dak dapat dipindan Laugankan, maka bukan merupakan obyak Hak Tang-
- gungan.

HP Atas ‘lanah Negara yang diberikan kepada orang perseérang
an dan Badan-badan Hukum ['erdata, karena memenuhl dua syarat terég
but, dapat dljadikan obyek Hak Tanggungan. . o

HP yang terjadi di atas tanah Hak Miliik tidak dapat dibeba-
ni Hak Tanggungan. Tetapl menglngat perkembangah kebutuhan masyara

katdan pembangungn, dikemudian hari UUHT membuka kemungkinam umtuk - |

dapat dijadikan obyek Hak Tanggumgan jika telah memenuhi kedua sya
rat tersebut di atas. Hal ini akan diatur kemudian dalam Peraturan -
s emerintah. | ' ‘ L
Dengan demikian hak-hak atas tanah yamg di tun juk sebagal
obyek Hak Tanggungan adalah : HM, HGU, HGB dan HP Alas ‘l'anah mega-

ra yang menurut sifataya dapat dipindah tangankan. Sedangkan untux Lo

HP Atas 'lanah Hg@ Milik dibuka kKemungxinan dikemudian hari dapat -
dijadikan obyek jaminan utang dengan dibebanl Hak Tanggungan, “jika
telah memenuhi persyaratannya. ( Pasal &4 UUHT ) '



Hale Tanggungan pada dasarnya- dibebankan pada hak:atas tanah

namun dalam kenyataannya sering terdapat benda-benda berupa bangun

an, tanamen dan hasil karya yang secara tetap merupakan satu kesa-
Luan dengan tanah yang dibebani Jamlnan tersebut.

Sesuai. dengan. asas pemlsahan horisontal yang dlanut oleh
Hukum Tanah Nasional yaltu Hukum Tanah Nasional didasarkan pada hg

kum adat. Maka dalam kal tannya dengan bangunan,.tanaman dan hasil‘

karya tersebut menurut hukum bukan merupakan bagian daril tanah ia
yang bersangkutan. Oleh karena 1itu setiap perbuatan hukum Mengenéi
halt atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi benda-bemda : di -~
atasnya.

Namun demikian sesual dengan perkembangan keadaam ddm kebué
tuhan masyarakat, penerapan asas-asas hukum Adat tidaklah mutlak.

‘ SebagaLmana tampak dalam praktek sehari-hari, penerapan asas pemi—

sahan horisontal mengalami perkembangan., Sehingga pembebanan Hak
Tanggungan atas Llanah dapat pula meliputi benda-benda yang merupa-
kan satu kesatuan dengan tanahnya merupakan milik pemegang‘hak -
atas tanah harus dinyataxan dengan tegas dalam aktanya.

Begl tu pula benda—benda di atasnya adalah milik orang laim (pihak-~
lLain), sepamjang plhak lain tersebut memberi persetujuan dan ber-
sedla untuk bersama-sama dengam pemegang hak atas tamah menaadi pi
hak pemberi Hak Tanggungan.

UUHT ini berlaku juga terhadap pembebanan Hak jamlman atas

rumah susun (rwsun) dan Hak Milik atas satuan rimah susun Qsaru -

|
sun), Lermasuk yang didirikan di atas tanah Hak: Pakal AT4sS Tanah
Negara. Sehingga setelah keluarnya UUHT pembebanan terhadap rusun—
maupun Hak Mikil} atas sarusun yang diatur dalam pasal 12 dan 13 U0

nomor 16 tabun 1965 Lentang Rumah Susun (UURS) tldak diberlakukan-

lagl. Untuk selanjutnya dipakai lembaga Hak Tanggungan sebagai 8o~

tu-satunya 1embagd ]aminan hak atas tanah. ‘

Pernyataan bahwa HP dapat dijadikan obyek Hak Tangpungan me
rupakan penyesuaian ketentuan UUPA dengan perkembangan HP itu sen-
diri, serta kebutuhan masyarakat. | | ' S



2. PROSEDUR PEMBEBANAN HAK TANGGUNGAN.

Pasal 10 UUHT menentukan bahwa : Pembebanan Hak Tanggungan
didahului dengan janji untuk memberikan hak Tanggungan sebagal Ja-
minan pelunasan utang tertentu yang merupakan bagian tldak,terp; -
sahkan dari perjanjian utang-piutang itu dendiri. !

. Femberian Hak Tanggungan dilakukan dengan pembuatan Akta Pemberian
' Hak Tanggungan oleh FPAT. _

Kemudian pasal 13 menentukan, bahwa pemberlan Hak Tanggung-
an. waaib didaftarkan di Kamtor Pertanahan.

Kalau kita baca isi pasal 10 tersebut, maka proses pembeba-
nan Halt Tanggungan dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu :.

a. Tahap pemberian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Pemberl-L

an Hak 'langgungan oleh Pejabat Pembuat Akta 'lanah, un tuk selan
jutnya disebut PPAT, yang didahului dengan porJanJian utangapi
utang yang leamln.

s Tahap Pendaftaran oleh nantor Pertanahan, yang merupakan ;Saat'.‘”

lahirnya Hak 'Yanggungan yang dibebankan., : @ _

Dalam pemberian Hak Tanggungan, pemberi Hak Tanggungan wa-
Jlb hadir dlhadapam PPAY. PPAT disini adalah peJabat umam yang ber
wenang membuat akta pemlndahan halkk ats tanah dan akta lain, adamama

rangka pembebanan Hak Atwg;Tagah” sebagal buktl telah dllakukannya

perbuatan hukum tertentu mengenal tanah yang terletak dalam daerah1
kergdnyaumuslng—masimg Akta-akta v ang dlbuaf oleh PPAT adalah me-
rupakan akta otentlk.

rada tahap pemberian Hak Tanggungan, Hak.Tanggumgan yang -
bersangkutan belum lahir. Hak Tanggungam baru lahir pada saat dibu
kulkan dalam Bulu Tanah di santor Pertanahan atau dengan kata lain
pada saat didaftarkam di nantor Pertanahan. i

Fungsi dilakukannya pendaftaran.ipi sangat peiting Bagi Kre
ditur, karena saat didaftar tersebut adalali saat menentukan kedudu
‘kam Kreditur yang diutamakan terhadap nreditur-kreditur yang lain4
; ‘Juga menentukan peringkatnya dalam hubungannya dengan kreditur-kre
ditur yanglain yang juga pemengan Hak Tanggungan, dengan {fnmtanah
yang sama sebagal jaminannya. | i

Menglngat pentingnya arti saat dibuatnya buku tanah terse -
but, baik bagi kreditur maupun pihak ketiga yang berkelent;ngan s
oleh UUHT tanggal dibuatnya Buku Tanah Hak Tanggungan tersebut di-
tetapkan secara pasti. raitu hari ketujuh setelah penerimaén_secaﬁ

i
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ra lengkap surat-surat yang diperlukan bagi pendaftaraanak'Taﬁg -
gungan yang bersangkutan. Jika hari ketujuh tersebut Jatuh pada ha
ri- libur, Buku Tanah yang bersangkutan diberi tanggaﬂ hari . keria
berikutnya (Pasal 13 ayat 4 ).

Dalam rangka memenuhi syarat Sp851alltas menurut pasal 11 a

vat 1, akta pemberian: Hak Tanggumgan wajib dlcantumkanl. 1),4-

a, nama dan identltas pemberli dan penerima Hak: Tamggungan.?3“

b. domisili fihak plhak tersebut. nalau diantara mereka ada  yangi .
kerdomisili dl luar Indonesia, baginya harus dicantumkan guatu'

domiisili di indonesla., Dalam hal pilihan 1tu (lupa) ‘tidak di -; 7“

cantunkan, kantor PPAT tempat dibuatmya Akta Pemberian.  Hak |
:Tanggungan yang berbamgkutan dianggap sebagal dOmlSlli yang di '

pilih.

fo

C. penunaukan secara jelas utang atau utangwutang yang dijamin;

Penun jukan utang tersebut meliputi juga identitas debltur, ka-
lau pemberi Hak'Tanggungan bukan debitur. ‘
d. nilai tanggungan “Yaitu suatu pernyataan sejumlah berapa xupi—
ah pagu atau batas Jumlah utang yang dljamin.
:eu Uralan. yang Jelas mengenai obyek nak Taggungan. Uralan terse -
' but meliputi rincian mengenal sertipikat hak atas‘tanah=_ yang
o bersangkutan, pagl tanah yang belum bersertipikat sekurang-ku-
' rangnya uraian tresebut mengenai pemilikan dan alat-alat’ bukti
yang dltuuaukkam dan diserahkan kepada PPAT, serta pemunaukan—
bictaly, batas-batas dan perkiraan luas tanahnya. vika diikutse;
" takan pembebanan benda-benda lain ldentitasnya juga wajlb di-
sebut secara jelas. _ I
vika karena seswatu sebab pemberl Hak Tanggungan t1 qalk da-
pat hadir‘sendiri dihadapan PPAT, maka la wajlib menunjuk pihak la=
in sebagai kuasanya dengan Surat Kuasa Membebankan Hak Tamggungan
(SKMHT) yang berbentulﬁ akta otentik.
Dalam UUHT ini, pembuatan SKMHT hamya diperkenankan dalam -
keadaan khusus, yaknu apabila pemberl hak tanggungan tidak = dapat
hadir sendiri dihadapan PPAT. Dalam hal ini pemberi HAK;Tamggungan

1). Prof.Baedi Harsono,SH, Undang-iundang Nomor L4 tahun 1996 ten -
tang iak 1anggungan Alas 'l'amah Beserta venda-benda yang berka~
itan demgan tanah, Jakarta, April 1996.



wajib menunjuk pihak lain sebagal kuasanya demgan SKMHT lyémg
berbentu alkta otentik dan prmbuatannya dlu@rdhkan kepada notaris K
atau PPAT yangﬂgeberadaannya menjangkau w1layah kecamatan. ;
Substansi SKMHT dibatasi, yaltu hanya memuat porbuatan huu.
kum membebankan hak' Tamggungan, tidak memuat hak untuk menggantl
kan penerima kuasa melalul pengalihan, san mqmuat nama. 'i serta )
identitas;kreditur, debltur, jumlah utang, serta obyek Hak Tang -
gungarl. | : o : L
Disamping @éﬁh&tasan mengenal subtansinya, untulk méncegah
‘berlarut—larutnya pemberian kuasa dan tercapainya kepastian hukum
‘SKMHT dibatasl jangka berlakunya. S BN
| . Terhadap tamah-tanah yemg $idah terdaftar, SKMHT waaib se—i
‘gera diikutl dengan pembuatan Akta Pomberian Hak Tanggumgan dalam_
‘Jangka waktu satu bultam, dan terhadap tanah—tanah yang belum ter-:
daftar, kewajiban tersebut harus dipenuhl dalam waktu tiga bulan.
Apablla persyaratan tentang jangka waktu tersebwt tidak dipenuhi
maka - oKMHT manad1 ‘batal demi hukum. : L :
| UUHT memegaskan bahwa SKMHT bukam,merupakan syarat j dalamll
proses pembebanan Hak Tanggumgan karena syarat mutlak pembebaman—
‘Hak Tamggungan adalah pemberian Hak Tamggumgan dan pemdaftarannya.



3. _PPLAKSANAAN uKSFKUSI HAK TANGGUNGAN

. Salah.satu ciri Halk Tanggungan yang kuat adalah mudah dan_ |
pasti dalam pelaksanaan eksckusinya, jika debitur cidera jamji.

' Kemudahan dam kepastian hukum dalam pelaksanaan eksekusl dpabila=
"dobitur cldera jamji dalam konyataannya kel ancaran pelaksjnuannya

R tergantung pada beberapa faktor. Dlsamplng para pihak ditJmtut um%

- tuk menunaukkan itilkad baiknya dan para pelaksana Juga wajib mema'

.hami dan mematuhl syarat substansial dan formal dalam proaes pem~ . .

bebanan Hak Tanpgumgan, termasuk peralihannya. . L

: Secara umum ketentuan tentang eksekusi telah dlatur ' da-

. lam Hukum Acara Herdata. Dalam hubunman,utangwplutang yang dija -

“min ataupun tidak diggmin denganoHak Tanggungan, jika debitur ci-

~dera Jjanji eksekusl dapat dilakukan melaluil gugatan Perdaﬁa menu-

rut Hukum Acara Perdata. Penyelesalan utang,piutang melalui acara‘

~ind memerlukan waktu dab biaya. ' ;-

| Menurut ketentuan pasal 20 ayat (1) eksekusm dilakukan ber .

dasarkan ' . l‘ h‘ .

a- hak pemegang‘HaK,Tamggungan pertama untuk’menjual obyeﬂ =-Hal«;ﬂ
Tangzungan atas kekuasaan semdiri apaﬁalardehitur cideéa Jani

_ ataw - ' }i-'i

bl titel ek&ekutorlal yang terdapat dal am serLipikat [Hak ﬁanggung“

an yang memuat irah-irah dengan kata—Kata: DEML KEADIL%N BERD&

SARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ", T '

" Cara eksekusi dengan menjual lelang obyek Hak Tanggungan
atas kakuasaan sendiri (pasal 6 ) adalah merupakan salah satu TPer
wujudan dari kedudukan yang diutamakan yang dipunyail oleh\peme -
gang Halk Tan@gunpan atau pemegang Hak Tanggungan pertama d; dalam‘:
hal terdapat leblh dari satu pemegang hak Tanggungan. Hak‘terse -
but didasarkan pada janji yang diberikan oleh pemberi Hak | Tamggung .
am bahwa apabila debitur cidera janji, pemegang Hak.Tamggungan-qaw
berhak untuk menjual obyek hak Tamggungan melalul pelelangan umum:
tanpa memerlukan persetujuan lagi dari pemberi Hak Tdngguﬁgan danf
selanjutnya mengambil pelunasan plutangnya darl hasil pénjualan‘
itu Debih dahuiu daripada kreditur-kreditur yang lain. oi?a hhsll:
penjualan tetap monJadi hak pemberi Hak Tanggungan. . ‘i‘ ' '

Cara tersebut di atas adalah cara eksekusm yang Ll pallng,
singkat, karena kredltur tidak perlu mengagukan permohonan eKSeku_
si kepada pengadllan dan ketua Pengadilan Negeri. . 1;

b
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" Cara eksékusi kedua yang dipermudah adalah dibukanJa ke -

‘mungkinan untuk menggunakan acara eksekusl yang diatur dalam pas’

sal 224 BIB dan pasal 258 Rbg yang eksekuslnya dikenal sebagai -

lembaga ''parate executie'. Lembaga ini mengatur tentang ekgekusi
hypo theek. ‘ 5

Dalam UUHT ditegaskan bahwa untuk melaksanakan ekse#usi -
Hak Tanggungan melalul lembaga parate executie,rmhkg_dalam*serti-
pikat Halk Tlmﬁgungan yang berfungsi sebagai tanda bukti *u ndanya

Hak Tanggungan dimuat irah-irsh dengan kata-kata DEMI KEADILAN o
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA, sehingga sertlplkat Hak Tang
gungan tersebut mempunyal kekuatan eksekutorlal yang sana [dengan

\'putusan pengadilan yang telah mempunyal kekuatan hukum tetgp dan.

sekaligus berlaku sebagal pengganti "GROSEE ACTE HYPO'UHEEK!,

Agar ada lesatuan pengertian dan kepastian mengenaij penggu .
naan ketemtuan-ketentuan tersebut selama belum ada peraturan per-

undang-undangan yang mengaturnya,peraturan mengenal ekseku%i‘hypg

theek yang diatur dalam kedua Keglemen tersebut, berlaku térhadap '

eksekusi hak ranggungan Atas permohonan kreditur pemegang hypo

theek Ketua Pen@adllan Negeri memberi perintah kepada debltur unf

tuk mememuhi kewajibannya. Jika perintah itu dlabaikan, akén_dipg

rintahkan cksekuslnya, tanpa perlu didahului pengaguan éugatan
T

perdata., Maka inil juga merupakan suatu eksekus1 yang dlsodérhana—
kan. ' '

"J H
i

othngga bagl krcdltur pemegang Hak Tunggunran ,‘Selain'mg:

lalul 5ugdtan pprdqta dloodiakan dua 1embaga ¢ksekus¢ hhusﬁs.

hua kemudahan ini adalah merupakan perquudaniciri darl Hak Tangg |

gungan: yaitu mudah dam pasti pelaksansan: eksekus;. . _;

Penegasan ini dimaksudkan untuk menyatukan persepsi| terha—
dap salah satu dokumem yang harus diserahkan untuk pelaksawan. ek-
sekusi Hak Tangpungan yang pada wak tu yang lalu sering terjadi s3
lah satu hambatan. i i ?

bada prinsipnya, dalam eksekusi Hak Tanggungan diharapkan-
'dxpat‘torcapxi hirﬁa vang  tertinggl untuk obyale Halk Tanpﬁuﬁgan -

vang dijual melalui pelelangan umum, namum apablla dlp@rkibakan & oo

~bahwa penjualan dengan cara tsrsebut tidak akan tercapal tujuannya
dnlam UUHT dlberlkan kemungkinan untuk melakukan penjualan|diba -

wah &angan sepanaang hal tersebut dlsepakati oleh pemegang! dan
‘pemberi Hak Tanbpungan dengan mnmenuhi syarat-syarat terteTtu.

wot
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Dari wraian tcersebut di atas dapat disimpulkan antafa laimn:
Hak-hak atas tlanan yang dapat dibebani demgaa hak. Tanggungan s
adalak M, HGU, HGB dan Hak Pakal atas Tanah Negara. Sédangkan
Hak Pakal atas Tanah Hak Milik akan diatur kemwdian . dengan
Poraturan Pomerintah. %

Prosedur Pembebanan_Hak Tanggungan dapat dilakukan'mel$lui dua

fahap : Co | | i

a. 'ahap Pemborian Hak Tanggungan, dengan dibuatnya Akta Fembg
rian Hak Tanggungan oleh PPAT, yang dldahului dengannperjan
jian utang-piutang. ‘ . ‘ i

[ Tahap Pendaftaran di kantor Pertanahan’fyang mement@kan can
at lahirnya Hak Tanggungan. _ Lo

Pelaksanaan eksekusi Hak Tanggungan dapat dllakukan gmolalui‘-'
2 (dua) card : , ;"_ : '

a. fksekusgi dengam cara menjual lelang Obyek Hak Tanggungan a-
tas kGKUasaan’sendlri apablla debitur gidera janJl.l '

b. Menbpunakam<lembaga pdrate executie yang diatur dalém Pasal
224 RIB dan Pasal 258 Rbg, tontanp gksekuﬁl hypotheek
Titel eksekutorlal terdapat dalam sertipikat Hak Ténggungm
an yang memuat irah-irah dengan kata-kata . 'DEMI KTADILAN -
BRRDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA TSAM.

'-Donpxn adanya undang-undang ini semoga dapat mendorong pemerin

tah untuk segera menindak lanjutli demgam perquudam‘peraturdnr
perundang-wndangan yang mengatur tentang HM, HGU, HGB dan Hak

" Pakal. Yang mana pada tanggal 17 Juni 1996 pemerintah l;e]Lah i

we taplkan Peraturan Pemeritah No.i0 tahwn 1996 tentang Hak Guna-

| Usaha, Hak Guna Banguman dan Hak Pakal Atas Tanah. 4';& SRS U

‘akhuAYa

Mol ahud ~BU-~bat yrberjadilab penyempliriiaaalyang mondasar ten =~
tang Hak Tamggungam. Perubahan yang sangat memdasar ini s8ey0 -

gyanya segera diketahul oleh plhak perbankan, notaris,fPPAT

>

‘serta pihalk pemerintah sehingga dapat memberikan kepas%kan bt

kum,%ﬂﬁ Qpag’F Credtwr |, dabipar AL prasa F-edv\Q)cUr el;w.udmctﬁ‘
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